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KEPUTUSAN
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TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINS! SUMATERA BARAT TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN RABIES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Menimbang : a. bahwa dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Sumatera Barat tanggal 22 Oktober 2014, Gubernur telah
menyampaikan Nota Pengantar terhadap rancangan pertaturan
daerah tentang Pengendalian dan Penanggulangan Rabies;

b. bahwa terhadap rancangan peraturan daerah tentang Pengendalian
dan Penanggulangan Rabies sebagaimana dimaksud huruf a, dibahas
sesuai dengan tahapan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
yang diatur dalam Peratutan Tata Tertib;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum pada
huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Persetujuan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap
rancangan  peraturan daerah tentang Pengendalian dan
Penanggulangan Rabies.

Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar N;egara republik Indonesia

Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-
Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 Tentang Pembentukan
Daerah-daerah Swatantra Tingkat | Sumatera Barat, Jambi dan Riau
Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor
112) jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979, tentang
Pemindahan Ibukota Propinsi Daerah Tingkat | Sumatera Barat dari
Bukittinggi ke Padang (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 44
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3146);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit
Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor
20 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
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4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan
Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 84, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5015);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2019 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang
Penangulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3447);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan
Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5356);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang
Pengendalian dan Penangulangan Penyakit Hewan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);

10. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pengendalian
Zoonosis;

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang
Penanggulangan Penyakit Menular;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;

1. Laporan hasil pembahasan Komisi || Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Sumatera Barat yang disampaikan pada Rapat
Paripurna tanggal 22 Desember 2014.

2. Pendapat akhir Fraksi-Fraksi yang disampaikan pada Rapat Paripurna
tanggal 22 Desember 2014.

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
SUMATERA BARAT TENTANG PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TERHADAP RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN DAN PENANG-
GULANGAN RABIES MENJADI PERATURAN DAERAH

Menyetujui rancangan peraturan daerah tentang Pengendalian dan
Penanggulangan Rabies menjadi peraturan daerah.

Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum
Pertama sebelum ditetapkan menjadi menjadi peraturan daerah
terlebih dahulu dilakukan persetujuan bersama antara DPRD dengan
Permerintah Daerah yang dituangkan dalam Nota Persetujuan Bersama
yang ditanda tangani oleh Gubernur dan Pimpinan DPRD.
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Nota Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua diatas,
merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkandi : Padang
Pada tanggal : 22 Desember 2014
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